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 Prosedur merupakan serangkaian metode atau tahapan yang saling 
berkaitan dan telah menjadi pola tetap dalam menyelesaikan pekerjaan, dengan 
adanya prosedur suatu pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan. Penulisan Tugas 
Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur impor bahan baku pada 
PT. Hanil Indonesia Boyolali. 
 Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode pengamatan deskriptif 
yaitu pengamatan yang bertujuan mendeskripsikan. Sumber data yang diperoleh 
berasal dari narasumber, dokumen, dan arsip yang ada perusahaan. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung, dan studi 
kepustakaan.  
 Hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa 
prosedur impor bahan baku pada PT. Hanil Indonesia baik. Mulai dari pemesanan 
sampai penerimaan barang baku yang di impor sudah sesuai prosedur yang 
dikehendaki pemerintah. Dengan menggunakan prosedur impor yang baik dan 
benar sama merupakan upaya melindungi PT. Hanil Indonesia sebagai importir. 
Bahan baku yang diimpor PT. Hanil Indonesia adalah kapas wool sehingga seller 
wajib mencantumkan Health Certificate disetiap pembelian guna menjamin 
kualitaas kapas wool yang dikirim. Prosedur impor sendiri terdiri dari tahap 
persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan sendiri terdiri dari persiapan 
legalitas, persiapan fisik barang dan persiapan administrasi 
 






















A. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan Internasional mempunyai peran dalam laju 
pertumbuhan ekonomi serta dapat menjalin hubungan yang erat dengan 
negara lain, khususnya di bidang ekonomi. Seperti halnya negara 
Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan kepadatan 
penduduk yang relatif tinggi, tentu saja mengakibatkan permintaan akan 
berbagai macam kebutuhan meningkat. 
 Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat menampilkan 
Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Hal ini tidak terlepas dari 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin 
maju dari waktu ke waktu, sehingga pada akirnya menuntut pembangunan 
hubungan luar negeri yang dapat mensejajarkan kedudukan bangsa 
indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.  
Salah satunya dalam hal perdagangan dunia, misalnya kegiatan 
ekspor impor. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirimkan 
barang dari dalam negeri keluar negeri wilayah pabean dengan ketentuan 
yang berlaku, Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang 
dari luar negeri kedalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi 
ketentuan yang berlaku. 
Seiring dengan perkembangan pembangunan pada sektor 
perindustrian dan perdagangan yang demikian pesatnya akhir-akhir ini 
meningkatkan arus lalu lintas keluar masuk barang ke wilayah Indonesia. 
Dalam hubungan dengan penerimaan negara dari sektor pajak, 
peningkatan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia atau 
berakibat pada meningkatnya pendapatan negara yang berasal dari 
pengenaan bea masuk atas barang-barang impor yang di masukan oleh 
importir.  
Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang perdagangan dan  
perindustrian, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha 
untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. 
Salah satunya dalam hal yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
kegiatan impor. Kegiatan Impor adalah suatu kegiatan perdagangan barang 
melewati suatu negara karena kebutuhan barang atau jasa yang lebih 
murah dan lebih baik mutunya. Kegiatan Impor mempunyai peran penting 
bagi perekonomian negara itu sendiri dan bisa mendorong perkembangan 
industri di tempat itu, dengan adanya perdagangan internasional tersebut 
negara akan memperoleh keuntungan seperti meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi dan pendapatan nasional negara. 
Dalam kegiatan mengimpor barang berdasarkan pendapat Ali 
Purwito (2013:105) barang tersebut harus memiliki tujuan tertentu. 
Dengan adanya barang tersebut maka bea cukai memberlakukan prosedur 
dalam aturan-aturan tertentu. Dalam kegiatan tersebut bea cukai perlu 
mengamankan beberapa barang yang boleh dan tidak boleh di ekspor 
maupun diimpor dengan syarat perizinan tertentu. 
Transaksi ekspor impor barang kemancanegara ternyata 
mengandung resiko cukup besar. Apalagi dalam sistem perdagangan 
modern seperti saat ini, resiko yang dihadapi para eksportir bertambah, 
salah satunya adalah resiko kegagalan pembayaran yang mungkin saja 
terjadi dalam suatau transaksi ekspor, begitu juga sebaliknya importir juga 
mempunyai resiko salah satunya dalam hal penerimaan barang. Beberapa 
resiko kegagalan yang mungkin timbul, antara lain importir mengalami 
kebangkrutan alias pailit, keterlambatan pembayaran karena tidak 
diperkenankan transfer devisa oleh pemerintah negara importir, 
diberlakukannya peraturan lain dalam pembayaran impor, pembatalan izin 
impor, atau karena ada perang yang terjadi di negara importir, sehingga 
pembayaran batal.  
Seiring dengan perkembangan pembangunan pada sektor 
perindustrian dan perdagangan yang demikian pesatnya akhir-akhir ini 
meningkatkan arus lalu lintas keluar masuk barang ke wilayah Indonesia. 
Dalam hubungan dengan penerimaan negara dari sektor pajak, 
peningkatan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia atau 
berakibat pada meningkatnya pendapatan negara yang berasal dari 
pengenaan bea masuk atas barang-barang impor yang di masukan oleh 
importir 
Pelaksanaan kegiatan impor di suatu negara harus berpedoman 
pada undang-undang yang berlaku, untuk itu jika tidak maka akan 
menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan dapat 
mempengaruhi kelancaran yang sedang di laksanakan, serta tidak kalah 
pentingnya akan mempersulit negara Indonesia untuk dapat mensejajarkan 
dirinya dengan negara-negara lain yang ada di dunia.  
Pengeluaran barang impor dari daerah pabean tergantung dari 
kepentingan importir barang itu sendiri. Barang-barang tersebut ada yang 
untuk dipakai dan di impor sementara. Jenis impor yang di tetapkan oleh 
undang-undang kepabeanan ada 2 (dua) yaitu impor untuk dipakai dan 
impor sementara/diekspor kembali. Sehingga prosedur yang berlaku pada 
setiap barang impor itu berbeda-beda dan pelaksanaannya dilakukan oleh 
pejabat Bea dan Cukai yang telah ditunjuk dalam jabatan tertentu 
berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kegiatan impor di suatu negara 
harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku, untuk itu jika tidak 
maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan dapat 
mempengaruhi kelancaran yang sedang di laksanakan. 
Dalam rangka menerapkan penata laksanaan bahan impor, maka 
dilakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak di bidang industri 
benang, yaitu PT. Hanil Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang pemintalan benang yang berada di daerah Boyolali. 
Perusahaan ini memiliki 3 (tiga) pabrik produksi yang tersebar di Boyolali. 
Kegiatan produksi benang terbagi atas 3 unit, yaitu Spinning, Drawing, 
dan Finishing. Jumlah tenaga kerja di perusahaan ini sebanyak 2329 orang 
dimana 1839 orang merupakan tenaga kerja wanita. Kegiatan produksi 
utamanya adalah mengolah bahan baku yang berupa kapas menjadi 
benang.  Produk pada perusahaan ini adalah jenis benang Acrylic Raw 
White Yarn dan Acrylic Dyed Yarn. Bahan baku benang yaitu kapas jenis 
wool.  
Guna memenuhi kebutuhan akan tekstil di dalam dan luar negeri 
yangsemakin lama semakin meningkat seperti dewasa ini maka perlu 
diadakan  pemenuhan persediaan bahan baku untuk benang yang lebih 
memadai. Karena bahan baku benang dalam negeri sendiri belum mampu 
memenuhi target tersebut, maka perlu diadakan impor dari luar negri. 
Untuk kepentingan tersebut biasanya importir dapat melakukan sendiri 
atau menyerahkan pada perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal 
Laut) kepada Freight Forwarding. Dengan demikian EMKL mempunyai 
peran sangat penting dalam proses pelayanan pengurusan dan penyelesaian 
barang impor sehingga bias dengan cepat barang impor dikeluarkan atau 
diserahkan kepada penerima/ importir. 
Tabel 1.1 
Jumlah pembelian kapas wol pada PT. Hanil Indonesia 
No Uraian Jumlah (Ton) 
1 Tahun 2015 64,7 
2 Tahun 2016 69,2 
3 Tahun 2017 74,5 
 Sumber Data : PT. Hanil Indonesia 
 
Berdasarkan data penjualan kapas di PT.Hanil Indonesia pada 
tahun 2015 hingga tahun 2017 telah terjadi peningkatan per-tahunnya, 
peningkatan tersebut disebabkan karena tingginya permintaan dari buyer. 
Setiap kegiatan yang menyangkut tentang impor, maka secara 
otomatis bila melakukan transaksi impor terdapat apa yang dinamakan 
dengan prosedur ekspor-impor. Prosedur adalah langkah-langkah kegiatan 
yang dilakukan secara berurutan mulai dari langkah awal hingga langkah 
terakhir dalam rangka penyelesaian proses suatu pekerjaan, dan prosedur 
impor itu sendiri adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 
importir apabila melakukan impor.  
Banyak perusahaan mempunyai kesamaan dalam kegiatan yang 
menyangkut ekspor-impor, tetapi ada juga perbedaan antara perusahaan 
yang satu dengan yang lain, biasanya para pelaku ekspor atau impor akan 
mencari jalan yang relatif mudah dan menguntungkan bagi para pelaku 
ekspor atau impor itu sendiri. Maka berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis memilih PT. Hanil Indonesia Boyolali sebagai tempat untuk 
mengadakan pengamatan dengan judul “PROSEDUR IMPOR BAHAN 
BAKU PADA PT. HANIL INDONESIA DI BOYOLALI”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang di atas, masalah dalam pengamatan ini 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Impor Bahan Baku di PT. Hanil 
Indonesia Boyolali ?” 
 
C. Tujuan Pengamatan 
Tujuan pengamatan didalam penulisan Laporan Tugas Akhir 
meliputi Tujuan Operasional, Tujuan Fungsional, dan Tujuan Individual. 
Tujuan Operasional dalam pengamatan ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui prosedur impor bahan baku di PT. Hanil Indonesia. Prosedur 
Impor sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan impor bahan baku 
pada PT. Hanil Indonesia. 
Tujuan Fungsional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
penulis  dalam melakukan pengamatan di lapangan sekaligus menerapkan 
teori-teori yang telah diperoleh dari pendidikan di Universitas. 
Adapun Tujuan Individual dalam penulisan Laporan Tugas Akhir 
yaitu untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Ahli Madya 
dalam bidang Manajemen Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Pengamatan 
Manfaat dari kegiatan pengamatan dalam penulisan laporan tugas 
akhir ini  yaitu diharapkan memberi masukan dan saran yang positif 
mengenai Prosedur Impor Bahan Baku pada PT. Hanil Indonesia. 
Manfaat yang diperoleh penulis yaitu menambah ilmu pengetahuan 
baru mengenai dunia kerja yang dijalani, dan mengetahui bagaimana PT. 
Hanil Indonesia membeli bahan baku dari luar daerah pabean.  
Selain itu, laporan ini juga bisa digunakan untuk refrensi dalam 
penulisan tugas akhir khususnya mahasiswa dan mahasiswi Diploma III 
















TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Prosedur 
a. Pengertian Prosedur 
 Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam melaksanakan 
tugas atau pekerjaan, dan tidak hanya dalam bidang kegiatan 
operasional tetapi juga dalam bidang pekerjaan perkantoran. Kata 
prosedur berasal dari bahasa Inggris yaitu procedure yang berarti 
cara, jalan, aturan, ketentuan yang dipakai. Akan tetapi kata 
procedure tersebut telah lazim digunakan dalam  kosakata bahasa 
Indonesia yang dikenal dengan prosedur.  
Menurut The Liang Gie dalam bukunya Kamus Administrasi 
Perkantoran (2000:187) bahwa : 
“Prosedur merupakan rangkaian metode yang telah menjadi 
pola tetap dalam melakukan sesuatu pekerjaan pada suatu 
perusahaan.” 
Menurut Ig. Wursanto (1987:65) mengemukakan bahwa, 
”Prosedur merupakan bagian dari klasifikasi perencanaan 
eksekutif dimana perencanaan eksekutif dibuat oleh 
pimpinan suatu organisasi dan diperlukan untuk menentukan 
pelaksanaan rencana, yakni petunjuk-petunjuk yang bersifat 
direktif”. 
 
Menurut Moekijat dalam Kamus Manajemen (1984:477) 
menjelaskan bahwa pengertian prosedur,yaitu: 
1) Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan 
arah tindakan tertentu yang sesuai dengan kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah ditentukan. 
2) rosedur memberikan urutan waktu (Kronologi) kepada tugas-
tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas-tugas yang 
telah ditentukan terlebih dahulu. 
3) Suatu prosedur adalah serangkaian dari pada tugas-tugas yang 
saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan 
cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus 
diselesaikan. 
4) Urutan secara kronologis (menurut urutan waktu) dari pada 
tugas-tugas ini merupakan ciri dari setiap prosedur. Biasanya 
prosedur meliputi bagaimana bilamana dan oleh siapa masing-
masing tugasnya diselesaikan. 
5) Prosedur menggambarkan cara atau metode dengan nama 
pekerjaan akan dapat diselesaikan. 
Berdasarkan beberapa pengertian prosedur diatas , dapat 
disimpulkan bahwa pengertian prosedur adalah serangkain kegiatan, 
metode, tahapan, tata cara langkah yang saling berkaitan dan telah 
menjadi pola tetap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 
 
b.  Pentingnya Prosedur  
  Pentingnya prosedur dalam perkantoran menurut MC. Maryati 
dalam bukunya Manajemen Perkantoran Efektif (2008:43) 
mengemukakan bahwa : 
“Prosedur kerja membuat pekerjaan kantor dapat dilaksanakan 
lebih lancar. Sehingga waktu penyelesaian lebih cepat. Prosedur 
kerja juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan 
bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja 
menjadikan setiap bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. 
Dengan adanya prosedur kerja maka pekerjaan dapat 
dikendalikan dengan baik, dan tentu saja hal tersebut akan 
membuat penghematan yang besar bagi perusahaan”. 
 
  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya 
prosedur sebagai berikut : 
1) Mempersingkat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan kantor 
sehingga memberi keuntungan bagi perusahaan dalam 
penghematan waktu kerja pegawai. 
2) Memberikan pengawasan lebih baik kepada pegawai dalam 
prosedur kerja. 
3) Mengkoordinasi prosedur kerja dengan bagian yang lain. 
 
c. Hakekat Prosedur  
 Prosedur memiliki suatu sifat atau hakekat, menurut Moekijat 
(1989:194) hakekat prosedur adalah : 
1) Prosedur terdapat dalam bagian perusahaan, prosedur 
merupakan salah satu macam rencana yang penting. 
2) Prosedur biasanya dipandang sebagai penerapan pekerjaan yang 
sifatnya berulang. 
3) Diberikan batas-batas waktu pada setiap langkah prosedur guna 
menjamin agar hasil akhir dicapai seperti yang diinginkan 
 
d. Ciri-ciri Prosedur 
 Menurut Moekijat (1989:194) terdapat 3 ciri prosedur yang 
baik. Ciri dari prosedur yang baik adalah : 
1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai 
situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau 
keinginan-keinginan 
2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih 
memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketetapan arah tertentu 
dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi 
perubahan penting dalam faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan prosedur. Fleksibilitas prosedur diinginkan guna 
mengatasi suatu krisis atau suatu keadaan darurat, tuntutan 
khusus atau penyesuaian kepada suatu kondisi sementara. 




e.   Tahapan Penulisan Prosedur  
  Berikut beberapa tahapan dalam penulisan prosedur 
menurut Ida Nuraida (2008:45) adalah sebagai berikut : 
1) Identifikasi pekerjaan/operasi yang akan dikerjakan dan 
dianalisis dengan sistem yang sudah ada. 
2) Selaraskan logika prosedur yang akan dibuat dengan seluruh 
prosedur yang ada diperusahaan. 
3) Buat urutan yang cocok dan logis : 
a) Hindarkan penulisan yang panjang lebar. 
b) Buat tiap langkah ke arah penyelesaian pekejaan. 
c) Hindarkan keterlambatan, pengulangan, dan back tracking, 
yaitu pegawai harus kembali ke tahap awal prosedur lagi 
apabila mengalami hambatan di tengah-tengah pelaksanaan 
suatu prosedur. 
d) Minimalkan duplikasi dokumen. Artinya, jangan sampai 
dokumen diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan 
sehingga menimbulkan ketidak efisienan. 
e) Cantumkan dengan jelas penanggung jawab pada setiap 
kegiatan prosedur tersebut dan sesuaikan dengan 
kemampuan individu. 
 
f.   Prinsip-prinsip Prosedur  
 Menurut Moekijat (1990:221) prinsip-prinsip prosedur atau 
sistem perkantoran adalah sebagai berikut : 
1) Mempunyai aliran pekerjaan yang baik tanpa adanya rintangan-
rintangan 
2) Mencegah kesamaan pekerjaan dan surat-surat 
3) Memelihara pergeseran pegawai sampai yang seminimum-
minimumnya 
4) Mencegah tulisan-tulisan yang tidak perlu 
5) Menggunakan spesialisasi yang sebaik-baiknya 
6) Mengusahakan pekerjaan tata usaha menjadi yang seminimum-
minimumnya 
7) Untuk mencapai hal ini, menggunakan prinsip manajemen dengan 
pengecualian (management by exseption) 
 
g.  Manfaat Prosedur  
 Menurut Ida Nuraida (2014:44) dalam bukunya Manajemen 
Administrasi Perkantoran, manfaat prosedur antara lain : 
1) Planning-Controlling 
a) Mempermudah pencapaian tujuan. 
b) Merencanakan dengan seksama tentang besarnya beban kerja 
yang optimal bagi masing-masing pegawai. 
c) Menghindari pemborosan dan memudahkan penghematan 
biaya. 
d) Mempermudah pengawasan mengenai apa yang seharusnya 
dilakukan dan yang sudah dilakukan, apakah pelaksanaan 
pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Apabila 
belum, perlu diketahui penyebabnya sebagai bahan masukan 
untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan tindakan 
koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap prosedur. 
Dengan adanya prosedur yang telah dilakukan, kita dapat 
menyampaikan proses umpan balik yang konstruktif.  
2) Organizing 
a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh 
bawahan, mengenai hal-hal berikut. 
1. Tanggung jawab setiap prosedur pada masing-masing 
terutama sekali pada saat pelaksanaan kegiatan 
yangberkaitan dengan bagian-bagian yang lain. Misalnya, 
bagian yang terlibat dalam inventarisasi barang-barang 
kantor suatu perusahaan adalah bagian sarana dan prasarana 
serta bagian keuangan. 
2. Proses penyelesaian suatu pekerjaan. 
b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan 
kantor serta dokumen-dokumen kantor yang diperlukan. 
c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih lancar dan 
baik, serta menciptakan konsistensi kerja. 
3) Staffing-leading  
a) Membantu atasan dalam memberikan pelatihan atau dasar-
dasar instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. 
Prosedur mempermudah orientasi bagi pegawai baru. 
Sementara bagi pegawai lama, pelatihan juga diperlukan 
apabila pegawai lama harus menyesuaikan diri dengan metode 
dan teknologi yang baru mendapat tugas baru yang masih 
asing sama sekali sehingga dapat terbiasa dengan prosedur-
prosedur yang baku dalam suatu pekerjaan yang rutin dikantor, 
yang berisi tentang cara kerja dan kaitannya dengan tugas lain. 
b) Atasan perlu mengadakan penyuluhan bagi bawahan yang 
bekerja tidak sesuai dengan prosedur. Penyebabnya harus 
diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang dapat 
memotivasi pegawai agar mau memberikan kontribusi yang 
maksimal bagi kantor. 
c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan 
4) Coordinating 
a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen 
dan antar departemen. 
b) Menetapkan dan membedakan prosedur-prosedur yang rutin 
dan prosedur yang independen. 
      Dari paparan yang telah dijelaskan diatas, dapat 
disimpulkan Manfaat Prosedur yaitu adanya perencanaan 
(Planning-Controlling) dan ada pelaksanaan dalam kerja yaitu 
pengawasan untuk mengontrol sudah sesuai prosedur belum. 
Selain itu, diperlukan instruksi (Organizing) yang baik kepada 
bawahan diperlukan juga adanya pelatihan kepada pegawai 
(Staffing-Leading) supaya adanya hasil yang baik untuk kantor 
dengan adanya keharmonisan koordinasi (Coordinating) untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 
 
2. Impor 
a. Pengertian Impor 
Menurut Susilo (2008:101) mengemukakan bahwa,  
“Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari 
suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. 
Hal ini berarti melibatkan 2 (Dua) negara dalam hal ini bisa 
diwakili oleh kepentingan 2 (Dua) perusahaan antar dua negara 
tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta 
perundangundangan yang berbeda pula.” 
 
Menurut Kobi (2011:2) mengemukakan bahwa, 
“Impor adalah pemasukan barang ke dalam daerah pabean 
Indonesia atau pemasukan barang kedalam peredaran indonesia. 
Sedangkan Importir adalah orang atau pengusaha yang 
memperoleh izin untuk memasukkan barang dari luar negeri ke 
dalam negeri.” 
 
Menurut UU No. 17 Tahun 2006 sebagai pengganti UU No. 10 
Tahun 1995 tentang  Kepabeanan dirumuskan impor adalah kegiatan 
memasukan barang ke dalam daerah pabean (pasal 1 ayat (13) UU No. 
17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). Di dalam UU No. 17 Tahun 
2006 memberikan penegasan secara yuridis yaitu, pada saat barang 
memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut 
terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan 
cukai untuk melakukan pengawasan (penjelasan pasal 2 ayat (1) UU 
No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan). 
Tanjung (2011:379)menyatakan bahwa, 
“Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari 
luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi 
ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku”. 
 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa impor bisa 
diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara  
(luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini 
memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua 
negara.Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan 
antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan 
serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara 
penerima. 
Barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean ini diperlakukan 
sebagai barang impor dan terkena bea masuk. Barang-barang impor 
harus melewati pemeriksaan barang, baik pemeriksaan terhadap fisik 
barang maupun pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang 
menyertai barang-barang tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi di 
pabean adalah kesalahan menentukan tarif untuk suatu jenis barang 
yang disebabkan oleh laporan yang tidak benar. 
 
b. Pengertian Importir 
Importir adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi 
pemasukan barang dari luar negara ke dalam negeri dengan ketentuan 
yang berlaku. Untuk menjadi Importir perusahaanharus memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Koordinator 
Penanaman Modal (BKPM) maupun departemen perdagangan melalui 
kantor wilayah masing-masing atas nama menteri perdagangan.  
Setiap importir harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API). 
API  menurut pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-
DAG/PER/9/ 2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Impotir  ada 
dua macam API, yaitu: 
1) API Umum (API-U) diberikan kepada Importir yang melakukan 
impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan 
memperdagngkan atau memindahtangankan barang kepada pihak 
lain. Kegiatan yang dilakukan oleh API Umum (API-U) yaitu: 
a)  Barang-barang elektronik; 
b) PT. industri atau CV untuk diperdagangkan seperti industri 
rokok, tekstil kertas; 
c) Kendaraan bermotor; 
d). Perkebunan, perikanan,kehutanan dan pertanian; 
e) Kedelai, gandum, dan tepung terigu (0,5%) setengah persen dari 
nilai impor. 
2) API Produsen (API-P) diberikan kepada Importir yang melakukan 
impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk 
mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk 
memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. 
Kegiatan yang dilakukan oleh API Produsen  
(API-P) yaitu: 
a) Kontraktor dibidang energi, minyak dan gas bumi dan mineral; 
b) Perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan 
penanaman modal dalam Negeri; 
c) Bagi Importir yang memiliki usaha industri. 
 
Angka Pengenal Impor bersifat nasional sehingga importir 
dapat memasukkan keseluruh pabean di indonesia dengan menaati 
ketentuan-ketentuan dibidang penyetoran pajak impor diwilayah 
setempat. 
Tapi di sisi lain, pelaksanaan impor tanpa Angka Pengenal Impor 
(API) juga diizinkan jika memenuhi persyaratan seperti: 
a. Impor tidak dilakukan secara terus menerus dan yang tidak 
dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan. 
b. Barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang 
berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan 
infrastruktur. 
Selain itu, impor dapat dilakukan tanpa Angka Pengenal Impor 
(API) untuk barang-barang dengan spesifikasi dan sifat tertentu, 
yaitu: 
1) Barang pindahan; 
2) Barang impor sementara; 
3) Barang promosi; 
4) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan; 
5) Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, 
sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan 
bencana alam; 
6) Obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang 
diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat 
7) Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, 
pengerjaan, dan pengujian; 
8) Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri 
kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama 
dengan kuantitas pada saat diekspor; 
9) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 
10) Barang untuk keperluan badan internasional beserta 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia; 
11) Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan 
 
c.  Dokumen Kegiatan Ekspor Impor 
 Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan 
Internasional (Ekspor Impor), baik yang dikeluarkan pengusaha, 
perbankan, pelayaran dan instansi lainya mempunyai arti dan peran 
penting.Oleh sebab itu semua dokumen yang menyangkut kegiatan 
tersebut harus dibuat dan diteliti dengan saksama.Dokumen yang 
digunakan dalam transaksi ekspor impor adalah Dokumen Induk, 
Dokumen Penunjang, dan Dokumen Pembantu. 
1)  Dokumen Induk 
Dokumen Induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh 
Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki 
fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. 
Dokumen induk ini dibedakan menjadi 3 (Tiga), yaitu Dokumen 
Pengangkut, Invoice (Faktur), dan Dokumen Asuransi. 
a)  Dokumen Pengangkut 
Dokumen Pengangkut diterbitkan sebagai bukti bahwa barang 
yang telah dimuat dan diangkut, tiba dengan selamat di tempat 
tujuan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam L/C. Sarana 
pengangkut komoditas ekspor tersebut dapat melalui laut, darat, 
dan udara.  Dokumen Pengangkut dibedakan menjadi 5 (Lima) 
bentuk yaitu: 
i) Letter Of Credit (L/C) adalah surat-surat yang dikeluarkan 
oleh Bank Devisa atas permintaan importir, yang 
memberikan hak kepada Eksportir menarik wesel atau 
Importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebuat 
dalam surat. 
ii) Bill Of Lading (L/B) adalah surat tanda terima penyerahan 
barang yang dikeluarkan  oleh Perusahaan Pelayaran. Barang 
yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan 
tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti 
adanya kontrak atau perjanjian barang melalui laut. 
iii) Airway Bill adalah kontrak pengangkutan dan tanda terima 
barang yang dikirim dengan udara untuk orang dan alamat 
tertentu. Berbeda dengan B/L, airway bill bukan merupakan 
dokumen kepemilikkan, oleh karena itu untuk mengawasi 
barang tersebut, airway bill akan ditunjukan kepada penerima 
tertentu atau kepada order dari advising bank yan telah 
dijanjikan terlabih dahulu untuk melepaskan barang tersebut 
sesuai intruksi. 
iv) Railway Consignment Note adalah dokumen pengiriman 
barang-barang ekspor dengan pengangkutan kereta api dari 
suatu negara ke negara lain (misal negara Eropa). Eksportir 
memperoleh tanda terima yang dinamakan consignment note 
(Surat Angkutan Kereta Api). Dokumen ini mencantumkan 
nama statiun pemberangkatan, tujuan, nama eksportir dan 
alamat yang dituju serta harus dicap dengan nama perusahaan 
kereta api yang bersangkutan. 
v) Faktur perdagangan dikeluarkan oleh eksportiradalah suatu 
nota perhitungan yang dibuat untuk importir yang terutama 
berisi: 
(1) Quantity (jumlah barang) 
(2) Unit –Price (harga satuan). 
(3) Total –Proce (harga total). 
(4) Payment-Breakdown (perhitungan pembayaran). 
(Amir M.S, 2004:217) 
b) Invoice (Faktur)  
adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, data-data 
dalam invoice akan dapat diketahui berapa jumlah wesel yang 
ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala 
macam bea masuk. Faktur (invoice) dapat dibedakan ke dalam 3 
(Tiga) bentuk yaitu: 
i) Proforma Invoice merupakan penawaran dalam bentuk 
faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial, 
juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan 
pesanannya yang pasti dan sering dimintakan pembeli 
supaya instansi yang berwenang di negara importir akan 
memberikan izin impor. Faktur ini biasanya menyatakan 
syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga setelah 
pembeli barang menyetujui pesanan maka akan ada kontrak 
yang pasti. Penggunaan faktur ini juga digunakan bila mana 
penyelesaian akan dilakukan dengan pembayaran lebih 
dahulu sebelum pengapalan. 
ii) Commercial Invoice merupakan nota perincian tentang 
keterangan jumlah barang -barang yang dijual dan harga 
dari barang-barang tersebut serta penghitungan 
pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditunjukan 
kepada pembeli (Importir) yang nama dan alamatnya sesuai 
dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangai oleh 
yang berhak menandatangani. 
iii) Concular Invoice merupakan faktur yang dikeluarkan oleh 
instansi resmi yaitu kedutaan atau konsultan. Faktur ini 
terkadang ditandatangani oleh konsultan perdagangan 
negeri pembeli, dibuat oleh Eksportir dan ditandatangani 
oleh konsultan negara pembeli. 
c)Dokumen Asuransi 
Dokumen Asuransi merupakan surat bukti pertanggungan yang 
dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun 
importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. 
Atas persetujuan atau perjanjian ini pihak tertanggung harus 
membayar uang premi kepada penanggung. Yang termasuk 
kedalam dokumen ini yaitu: 
i) Insurance Policy 
Insurance Policy menyatakan bukti kontrak asuransi 
barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama 
sitertanggung membayar premi. 
ii) Insurance Certificate 
Insurance Certificate merupakan surat keterangan yang 
menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah 
dilakukan penutupan asuransinya dalam bentuk Open 
Policy.Open Policy ini tidak dapat diberikan oleh si 
tertanggung sebagai bukti penutupan asuransi barang-
barang tertentu oleh karena Open Policy tersebut 
diperlukannya untuk pengapalan berikutnya. 
iii) Cover Note 
Cover Note merupakan pemberitahuan dari perusahaan 
asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah 
ditutup sementara menunggu polis atau sertifikasi asuransi 
di keluarkan. (Roselyne Hutabarat, 1997:62) 
 
2)  Dokumen Penunjang 
Dokumen Penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan 
untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam 
dokumen induk, terutama faktur (invoice). Dokumen Penunjang 
dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain: 
a)  Draf / Bill of Excange (Wesel) 
Draf / Bill of Excange (Wesel) merupakan surat perintah bayar 
tanpa syarat yang diterbitkan oleh suatu pihak ditujukan kepada 
pihak lain. Surat ini ditandatangani oleh orang yang menariknya 
(drawer) dan mengharuskan orang yang dialamatkan atau si 
penarik (drawee) untuk membayar pada saat diminta atau pada 
suatu waktu tertentu di kemudian hari, sejumlah uang kepada 
orang tertentu atau yang ditunjuk oleh orang tertentu (order) atau 
kepada pemegang wesel tersebut. 
b) Packing List (Daftar Pengepakan) 
Packing List (Daftar Pengepakan) adalah dokumen yang dibuat 
oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang 
dipack atau di bungkus dalam peti, dan sebagainya. Dokumen ini 
biasanya dibutuhkan oleh pejabat-pejabat Bea dan Cukai untuk 
memudahkan pemeriksaan seketika dan pemeriksaan yang 
mendalam atas isi dari suatu pengepakan. 
c) Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal ) 
Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal) adalah surat 
pernyataan yang ditandatangani untuk  membuktikan asal suatu 
barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau 
sebagai alat penghitung kuato di negara tujuan dan untuk mencegah 
masuknya barang dari negara terlarang. 
d) Certificate of Inspection (Surat Keterangan Pemeriksaan) 
Certificate of Inspection adalah dokumen yang memberikan 
keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent 
surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan 
oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional 
e) Certificate of Quality (Sertifikat Mutu) 
Certificate of Quality (Sertifikat Mutu) adalah dokumen yang 
dibuat oleh badan penelitian dan pengembangan industri atau 
sejenisnya yang disahkan oleh pemerintah suatu negara untuk 
memeriksa mutu barang-barang dagangan ekspor. 
f) Manufacture’s Quality Certificate (Sertifikat Mutu dari Produsen) 
Manufacture’s Quality Certificate adalah dokumen yang dibuat 
oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang diekspor atau di 
supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang 
ekspor. 
g)  Certificate of Analysis 
Certificate of Analysis adalah dokumen yang menjelaskan bahan-
bahan dan proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang 
tertentu yang diharuskan pemeriksaanya. 
h) Weight Certificate (Note/List) 
Weight Certificate (Note/List) adalah dokumen yang menjelaskan 




i) Measurement List 
Measurement List adalah dokumen yang menerangkan tentang 
ukuran panjang, tebal, garis tengah dan isi dari barang yang 
bersangkutan. 
j) Sanitary, Health dan Veterinari Certificate 
Sanitary, Health dan Veterinari Certificate adalah dokumen yang 
menyatakan bahwa bahan baku ekspor telah bebas dari hama 
penyakit. (Amir M.S, 219:1993) 
 
3) Dokumen Pembantu 
Dokumen yang diperlukan untuk menbantu para pelaksanan 
(eksportir-importir) dalam melaksanakan tugas Follow up (Tugas 
Lanjutan). Yang termasuk kedalam dokumen ini yaitu: 
a) Instruction–Manual merupakan keterangan terinci mengenai tata 
cara kerja suatu alat termasuk uraian mengenai Manufacturing 
Process (Proses Produksi) dari suatu komuditi. Instruction –
Manual mempunyai arti penting untuk memudahkan operator 
dalam mempergunakan suatu alat, atau dalam menemukan 
kelainan atau kerusakan suatu alat, sehingga sangat berguna 
dalam upaya reparasi. 
b) Layout-Scheme merupakan gambar denah tata letak mesin dalam 
pabrik yang susunanya disesuaikan dengan urutan proses 
produksi dan bertujuan untuk memperoleh efesiensi dan 
produktivitas yang optimal pada saat produksi. Layout-Scheme 
penting untuk memudahkan Erector pada saat pemasangan mesin-
mesin dilakukan dalam area pabrik. 
c) Brochure atau Leaflet merupakan buku kecil yang berisi 
keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan 
memberikan informasi kepada konsumen tentang produk.  
(Amir M.S, 223:1993). 
 
d. Prosedur Kepabeanan untuk kegiatan Impor Barang 
 Dokumen yang diperlukan untuk dilengkapi berkaitan 
dengan kegiatan impor barang, adalah: 
1) Pemberitahuan Impor Barang. 
2) Dokumen pelengkap antara lain: 
a) Invoice. 
b) Packing List. 
c) Bill of Lading/ Airway Bill 
d) Asuransi. 
e) Bukti Bayar  
f) Surat Kuasa  
 Prosedur Impor adalah lengkah-langkah yang harus 
dilakukan oleh importir apabila melakukan impor.Dalam 
melakukan impor langkah-langkah yang harus dilalui seperti dalam 




Sumber: PT. Hanil Indonesia 
Gambar 2.1 Prosedur Impor 
Keterangan  
a. Impor menempatkan order (pesanan) kepda eksportir di luar negeri 
(A-B), 
b. Importir membuka letter of credit untuk dan atas nama eksportir di 
luar negeri melalui bank di dalam negeri (opening bank) (A-F), 
c. Bank menyelenggarakan pembukaan L/C untuk eksportir melalui 
korespondennya  di negara eksportir (F-G), 
d. Shipping documents diterima oleh Bank di dalam negeri dari 
korespondennya di luar negeri (G-F), 
e. Bank di dalam negeri mengakseptor atau menghonorir wesel yang 
ditarik oleh eksportir dan yang dikirimkan dengan shipping 
documents, dan kemudian menyelesaikan perhitungan tagihannya 
dengan importir. Setelah itu barulah Bank menyerahkan shipping 
documents kepada importir (F-A), 
f. Importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran 
(atau Agentsnya) yang mengangkut barang-barang itu untuk 
ditukarkan dengan DO (Delivery Order) (A-C), 
g. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean (A-D), 
h. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran 
setelah semua formalitas impor dipenuhi (A-C), 
i. Importir mengajukan ganti rugi kepada eksportir atau kepada 
maskapai asuransi, dalam hal kedapatankerusakan atau kekurangan 
(A-E & A-B), 
j. Melunasi wesel pada hari jatuh temponya, kalau hal itu belum 
diselesaikan sebelumnya dengan Bank (A-F). (Amir M.S, 7:1993). 
 
4)  Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan 
atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap 
Pabean sesuai prinsip self asessment. PIB dibuat berdasarkan 
format (bentuk dan diisi) yang telah ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KM.05/1997 tanggal 10 
Maret 1997, seperti yang terlihat pada gambar 2.2 dibawah ini. 
 
 
Sumber: PT. Hanil Indonesia 
 
Format PIB pada dasarnya sebagai berikut: 
a. Terdiri atas 7 (tujuh) kolom yaitu dari kolom A sampai kolom G. 
1) Kolom A berisi informasi tentang jenis impor, yang meliputi: 
a) Impor untuk dipakai. 
b) Impor sementara. 
c) Lainya. 
b. Kolom B berisi pilihan antara lain: 
1) Impor untuk dipakai. 
Gambar 2.2 
2) Impor sementara. 
3) Re- Impor. 
4) Tempat Penimbunan Berikat. 
c. Kolom C merupakan pilihan Cara pembayaran: 
1) Biasa. 
2) Berkala. 
3) Dengan Jaminan. 
d. Kolom D berisi data pemberitahuan, pada kolom D ini terdiri 
atas kolom yang harus diisi secara lengkap dan benar oleh 
pemberitahu, dimulai dari 1 sampai dengan 24. Data tertulis 
pada kolom D inilah yang sangat menentukan jumlah pungutan 
negara yang harus dibayar oleh importir, terutama untuk nomor 
urut 15 sampai dengan 24. 
e. Kolom E diisi oleh si Pemberitahu yang menyatakan bahwa 
pemberitahu bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang 
diberitahukan dalam dokumen PIB. 
f. Kolom F diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai, yaitu tentang nomor 
dan tanggal pendaftaran PIB. PIB yang diisi lengakap oleh 
pemberitahu berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang 
harus dilampirkan pada PIB tersebut, serta telah dibayar bea 
masuk dan pungutan negara dalam rangka Impor, diajukan 
kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor dan 
tanggal pendaftaran 
g. Kolom G diisi catatan yang dianggap perlu oleh pejabat Bea dan 
Cukai 
h. Kolom H, untuk penbayaran atau jaminan. Di kolom H ini 
terdapat dua pilihan yaitu: 
a) Pembayaran melalui : Bank Devisa Persepsi dan Kantor 
Pelayanan Bea dan Cukai. 
b) Jaminan berupa: 
1) Tunai. 
2) Bank Garansi. 
3) Customs Bond. 
4) Lainya. 
Prosedur umum Kepabeanan terhadap barang-barang impor 
adalah pada saat sebuah kapal niaga tiba dari luar daerah pabean, 
maka nahkoda atau agenya, diwajibkan untuk menandatangani 
Pemberitahuan Umum (PU). Atas semua muatan yang berada 
diatas kapal termasuk supply yang ada. Daftar itu harus dibuat 
untuk semua kapal yang berlayar dengan setifikat indonesia 
/termasuk pass tahunan, paling lambat pada hari kedua sesudah 
kedatangan kapal (Minggu dan hari libur tidak dihitung). 
Perpanjangan batas waktu dapat diberikan oleh Kepala Bea dan 
Cukai. Pemberitahuan umum yang diatas harus diisi : 
a. Nama dan bendera kapal. 
b. Negara asal barang/muatan dan waktu pemuatan dan 
pemberangkatan kapal. 
c. Jumlah, jenis, dan merek dagang, jumlah koli, termasuk berat 
dan volumenya. 
d. Jumlah barang tidak dapat dipak, jumlahnya dinyatakan dalam 
angka dan huruf. 
e. Semua cargo Manifest harus dilampirkan Pemberitahuan 
Umum. 
Berdasarkan Pasal 3 UU No.17 Tahun 2006 dilakukan 
beberapa pemeriksaan oleh pabean yang meliputi penelitian 
dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan dengan 
sangat selektif. Menurut Pasal 2 UU No.17 Tahun 2006 mengatur 
bahwa barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean 
diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. 
Besarnya bea masuk yang terhutang atas suatu impor tergantung 
pada dua elemen, yaitu prosentase tarif bea masuk dan nilai pabean.  
Prosentase dari tarif biasa bea masuk untuk masing-masing 
jenis barang diatur secara terinci dalam Harmanized System (HS) 
yang besar kecilnya disesuaikan dengan kepentingan nasional 
dengan memperhatikan kesepakatan internasional.  
 
3. Bahan Baku 
Menurut Mulyadi (2005;275) bahan baku merupakan bahan yang 
membentuk bagian menyeluruh. 
Menurut Masiyal Kholmi (2003;29) bahan baku merupakan bahan 
yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku yang diolah 
dalamperusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, 
impor atau hasil pengolahan sendiri. 
Menurut Suyadi Prawirosentono (2001;61) bahan baku adalah 
bahan utama dari suatu produk atau barang.   
Bahan baku menurut PT. Hanil Indonesia yaitu, 
“Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam 
proses produksi, seperti halnya kapas wol sebagai bahan baku 
pembuatan benang. PT. Hanil melakukan impor kapas dari India, 
India merupakan salah satu negara penghasil kapas terbesar di 
dunia sehingga PT. Hanil Indonesia melakukan kerjasama dalam 
hal pembelian bahan baku kapas wol tersebut yang kemudian 
diolah didalam negeri menjadi benang yang tujuannya untuk di 
ekspor kembali.” (Wawancara dengan Sub-bagiaan Impor di 
PT.Hanil Indonesia pada tanggal 29 Desember 2017)  
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahan baku 
merupakan bahan yang utama didalam melakukan proses produksi 
sampai menjadi barang jadi. Bahan baku meliputi semua barang dan 
bahan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksi 




Menurut MasiyalKholmi 2003:172 bahan baku  memiliki beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1. Perkiraan pemakaian 
Merupakan perkiraan tentang jumlah bahan baku yang akan 
digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi pada periode 
yang akan datang. 
2. Harga bahan baku 
Merupakan dasar penyusunan perhitungan dari perusahaan yang 
harus disediakan untuk investasi dalam bahan baku tersebut. 
3. Biaya-biaya persediaan 
Merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 
pengadaan bahan baku 
4. Kebijaksanaan pembelanjaan  
Merupakan faktor penentu dalam menentukan berapa besar 
persediaan bahan baku yang akan mendapatkan dana dari 
perusahaan. 
5. Pemakaian sesungguhnya  
Merupakan pemakaian bahan baku yang sesungguhnya dari periode 
lalu dan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. 
6. Waktu tunggu 
Merupakan tenggang waktu yang tepat maka perusahaan dapat 
membeli bahan baku pada saat yang tepat pula, sehingga resiko 
penumpukan ataupun kekurangan persediaan dapat ditekan 
seminimal mungkin. 







Gambar 2.3 Kapas Wool 
 
Sumber: PT. Hanil Indonesia 
 
B. Metode Pengamatan 
1. Jenis Pengamatan 
 Bentuk penelitian/pengamatan ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Pengamatan menggunakan metode deskriptif ini sebagai 
usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan. 
Pemakaian metode ini dengan alasan bahwa data dan keterangan yang 
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar atau keterangan yang berwujud 
bukan angka (Moleong, 2006:4). 
2. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengamatan yang dilakukan di bagian logistik  PT. Hanil 
Indonesia Boyolali. Alasan pemilihan lokasi ini karena merupakan 
tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan penulis.Pada lokasi ini 
juga memungkinkan tersedia data-data yang dibutuhkan dalam 




3. Sumber Data 
Untuk mendapatkan suatu laporan pengamatan yang baik dan 
terarahmaka diperlukan data yang lengkap dan relevan denagn 
persoalan ysng dihadapi, sehingga dapat dipercaya kebenarannya, 
Menurut Suryabrata (2006:39) jenis-jenis data yang diperlukan dalam 
penulisan laporan yaitu, 
a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya. Dalam pengamatan ini sumber data 
primer berupa hasil pengamatan penulis dan wawancara dengan 
bagian logistik pada PT. Hanil Indonesia Boyolali. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk 
dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dalam pengamatan ini 
berupa struktur organisasi di perusahaan, alur administrasi logistik, 
profil umum perusahaan, dan dokumen lain yang terkait dengan 
penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam pengamatan ini meliputi : 
a. Wawancara 
Menurut H.B. Sutopo (2002:58) tujuan utama melakukan wawancara 
adalah guna menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu 
konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktitas, organisasi, 
perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk 
keterlibatan, dan sebagainya, untuk merekontruksi beragam hal 
seperti itu sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan 
memproyeksikan hal-hal itu dikaitkan dengan harapan yang bisa 
terjadi di masa yang akan datang.  
b. Observasi 
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 
yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman 
gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Pada observasi langsung dengan mengambil peran 
atau tak berperan. (H.B.Sutopo, 2002:64) 
c. Mengkaji dokumen dan arsip 
Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering 
memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa 
memiliki beragam bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang 
lebih lengkapdan bahkan bisa berupa benda-benda lainya sebagai 
peninggalan di masa lampau. Demikian halnya arsip yang pada 
umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal dibanding 
dokumen. (H.B. Sutopo, 2002: 69). 
5. Teknik Analisis Data 
Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau 
memecahkan suatu permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang 
diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap 
penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik analisa data kualitatif interaktif. Dalam model 
interaktif ini komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan secara 
bersamaan dengan pengumpulan setelah data terkumpul. Tiga komponen 
tersebut akan berinteraksi untuk mendapatkan kesimpulan dan apabila 
kesimpulan yang didapat dirasa kurang maka perlu adanya verifikasi dan 





A. Profil Perusahaan 
Nama   : PT. Hanil Indonesia Boyolali 
Alamat                 : Jl.Randusari-Nepen, Desa Nepen, 
Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali Jawa 
Tengah 
Tahun Berdiri : 12 November 1990 
Telepon/Fax : (0276) 321252 / Fax. (0276) 321378 
Jenis Usaha         : Bergerak dibidang industri textile        
pemintalan benang 
 
B. Lokasi Perusahaan 
Lokasi PT. Hanil Indonesia di Desa Nepen, Kecamatan Teras, 
Kabupaten Boyolali PO BOX 142 Telp. (0276) 321252 Fax. (0276) 
321378 . 
Dasar pertimbangan pemilihan lokasi : 
1. Tersedianya Tenaga Kerja 
Tenaga kerja yang mudah didapat disekitar lokasi dengan 
jumlah banyak dan UMR yang terhitung lebih murah 
daripaada kota-kota besar. 
2. Harga Tanah 
Harga tanah di Boyolali yang jauh lebih murah daripada 
Solo maupun Jogja merupakan alasan yang penting untuk 
dipertimbangkan ketika membangun sebuah pabrik. 
Apalagi Desa Nepan bukan merupakan kecamatan Kota 
pusat pemerintahan sehingga harga tanah masih rendah. 
3. Sarana Trasnportasi yang Strategis 
Berada di Jalan Randusari – Nepen membuat lokasi pabrik 
yang sangat strategis, pasalnya jarak antara Pabrik Hanil 
dengan Jalan Solo – Semarang tidak jauh sehingga 
memudahkan pengiriman bahan baku maupun barang. 
 
C. Sejarah Perusahaan 
PT. Hanil Indonesia adalah perusahaan kepemilikan dalam bentuk 
Persero yang bergerak dibidang pemintalan dan pencelupan benang 
berada di Boyolali. Berdasarkan akta notaris No. 25 Th 1990 PT. 
Hanil Indonesia terdaftar pada tanggal 12 November 1990 dengan 
nama PT. Hanil Aditex, yang modalnya merupakan gabungan antara 
Hanil Synthetic Fiber Co,Ltd (Korea) yang merupakan pemegang 
saham sebesar 95% dengan PT. Aditex (Indonesia) sebesar 5% . 
Pada bulan Januari 1992 dibangunlah Pabrik Hanil di desa Nepen, 
kecamatan Teras, kabupaten Boyolali dengan luas area sebesar 
1136.286 m2  dan mulai kegiatan produksi pada bulan Agustuas 1992 
dengan mesin siap pakai sebanyak 4.000 spindle. Setelah berjalannya 
waktu pada tahun 2000 PT. Aditex melepas sahamnya (5%) kepada 
Hanil Synthetic Fiber Co,Ltd sehingga 100% saham dipegang penuh 
oleh Hanil Synthetic Fiber Co,Ltd. Sehingga PT. Hanil Aditex 
merubah nama menjadi PT. Aditex Indonesia. 
Kegiatan produksi di PT. Hanil Indonesia yaitu mengolah bahan 
baku kapas menjadi benang yang kemudian diekspor ke negara lain 
seperti ; Amerika, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh, Hongkong, 
Italia, dan Eropa. Bahan baku (kapas wol) di impor dari Luar Negeri 
(Thailand) karena tingginya permintaan buyer sehingga ketersediaan 
kapaas di dalam negeri tidak mampu mencukupi kebutuhan pasar. 
Yang melatar belakangi berdirinya PT. Hanil Indonesia adalah ; 
1. Mendapatkan Keuntungan 
Selayaknya perusahaan yang bergerak dalam transkasi 
jual beli PT. Hanil Indonesia juga mencari keuntungan, 
dengan penjualan keluar daerah pabean (ekspor) PT. Hanil 
Indonesia memperluas pasar sehingga meningkatkan 
keutungan yang diperoleh. 
2. Menciptakan Lapangan Kerja 
Meningkatnya populasi di Indonesia membuat 
persaingan untuk mendapatkan pekerjaan setiap tahunnya 
semakin sulit, dengan adanya PT. Hanil Indonesia dapat 
menekani jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. 
Selain itu untuk masyarakat disekitar Pabrik juga dapat 
membuka peluang usaha seperti membuka warung atau 
membuka lahan parkir . 
3. Sumber Devisa Negara 
Seperti yang diketahui, perdagangan ekspor menjadi 
sumber pemasukan untuk negara melalui cukai dan juga 
kurs mata uang asing yang dibayarkan buyer kepada seller, 
Sehingga ekspor benang selain menguntungkan perusahaan 
juga menguntungkan negara. 
 
D. Logo Perusahaan 
Gambar 3.1 Logo PT. Hanil Indonesia 
 
PT. Hanil Indonesia memiliki logo berbentuk bulat dan terdapat 
beberapa bintang mengelilinginya. Dan juga dengan tulisan berwarna 
abu-abu. 
Arti logo bulan tersebut adalah bagian dari bendera Korea Selatan 
dan Merah dipercaya sebagai warna keberuntungan bagi masyarakat 
Korea. Serta bintang-bintang merupakan simbol dari negara-negara 
lain yang akan menjadi pasar ekspor dari produk yang dihasilkan. 
E. Visi dan Misi Perusahaan 
1. Visi PT. Hanil Indonesia 
Menjadi perusahaan yang bersifat terintegrasi, profesional, dan handal 
dibidangnya. 
2. Misi PT. Hanil Indonesia 
a. Menjadi pelopor terciptannya merk lokal yang dapat bersaing 
dikancah internasional 
b. Mendidik sumber daya manusia di Indonesia agar memiliki 
etos kerjaaa tinggi 
c. Meningkatkan kesejahteraan setiap karyaawan PT. Hanil 
Indonesia 
  
F. Struktur Organisasi Perusahaan 
 Struktur Organisasi merupakan gambaran sistematis tugas dan 
tanggung jawab yang dipegang setiap bagian dalam perusahaan dan 
saling berkaitan. Dengan adanya struktur organisasi disuatu 
perusahaan dapat menunjukan wewenang dan tanggung jawab setiap 
jabatan sehingga masing-masing dapat berkerja secara optimal. 
 Sktruktur organisasi pada PT. Hanil Indonesia menganut 
struktur organisasi garis, dalam struktur organisasi ini wewenang 
mengalir dari puncak pimpinan sampai kebawah menurut garis lurus. 
Dimulai dari presiden direktur, direktur, kepala bagian hingga ke 
pekerja. 
Adapun kebaikan dan kelemahan menggunakan struktur organisasi 
garis yaitu: 
1. Kebaikan 
a. Sederhana dan mudah dipahami, karena alur pemberian 
tugas langsung dari atasan ke bawahan. 
b. Disiplin, karena fokus pada satu tujuan/ kesatuan 
tujuaan. 
c. Terdapat asas kesatuan perintah sehingga 
mengantisipasi kesalah pahaman dalam menyampaikan 
tugas karena setiap bawahan hanya mempunyai satu 
pimpinan. 
2. Kelemahan 
a. Kepemimpinan cenderung otoriter 
b. Pengembangan spesialis kerja terbatas 
 
Adapun struktur organisasi pada PT. Hanil Indonesia sebagai berikut : 
 
Berdasarkan gambar bagan struktur organisasi pada PT. Hanil 
Indonesia dijelaskan sebagai berikut : 
1. Presiden Direktur 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a. Sebagai pemegang jabatan tertinggi diperusahaan 
b. Megaariskan kebijaksanaan perusahaan 
c. Mengangkat dan memberhentikan direktur 
2. Direktur 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a. Bertanggung jawab atas keseluruhan perusahaan 
b. Memimpin dan mengadakan pengawasan terhadap 
semua aktivitaas perusahaan 
c. Menyusun perencanaan dan kebijakan-kebijakan guna 
berlangsungnya efisiensi didalam perusahaan 
d. Memberikan keputusan akhir dalam dijalankannya 
perusahaan 
3. Marketing 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas 
pemasaran dalam perusahaan. Marketing dibagi menjadi 
dua bagian yaitu General dan Ekspor Impor. General 
memegang tanggung jawab pada pemasaran keseluruhan 
yang bersifat umum. Sedangkan bagian Ekspor dan Impor 
hanya bertanggung jawab tentang pembelian bahan baku 
dan penjualan keluar daerah pabean. 
4. General Affairs 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a. Mengkoordinaasi semua pekerja yang ada dibawahnya 
b. Melaporkan hasil kerja dan semua kegiatan ke direktur 
utama 
c. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
berasalan dari manajer yang ada dibawahnya 






Mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a. Membuat perencanaan anggaran pendapatan dan biaya 
bersama dengan kepala bagian pembelian, manajer 
pemasaran, produksi serta bagian umum. 
b. Mengatur posisi kas dan arus likuiditas perusahaan 
c. Menyusun laporan keuangan untuk kepentingan intern 
maupun ektern. 
d. Melaporkan aktivitas keuangan secara periodik kepada 
direktur utama 
6. Supply 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai 
berikut : 
a. Mengkoordinasi dengan supplier dari luar negeri 
b. Bertanggung jawab atas pemesanan spare part dari 
dalam maupun luar negeri 
7. Planning 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas 
perencanaan dari produksi sampai ekpor produk 
8. Spinning 
Meliputi tiga bagian yang dibawahinya yaitu pabrik 1, 
pabrik 2, dan pabrik 3. Dimana mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab atas produksi benang. 
9. Dyeing 
Meliputi tiga bagian yang dibawahinya yaitu bagian 
dyeing, rewiding, WWT. Dimana mempunyai tanggung 
jawab dan wewenang sebagai berikut : 
a. Dyeng (Pencelupan) 
Bertanggung jawab atas proses pencelupan dan 
pewarnaan benang. 
b. Rewiding (Penggulungan) 
Bertanggung jawab atas penggulungan benang yang 
sudah selesai diproses. 
c. WWT (Air limbah) 
Bertanggung jawab atas pembuangan sisa proses 
produksi/ air limbah. 
10. Utility 
Bertanggung jawab atas kebutuhan perlengkapan dan 
pemeliharaan peralatan dalam kegiatan produksi. 
 
G. Personalia 
Personalia berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di 
perusahaan. Demi mendapatkan tenaga kerja yang cekatan dan 
berkualitas maka PT. Hanil Indonesia menggunakan 4 cara sebagai 
upaya penarikan tenaga kerja, sebagai berikut : 
1. Wawancara 
2. Test pengalaman kemampuan ke terampilan 
3. Test kesehatan (mata dan paru-paru) 
4. Tinggi badan laki-laki min.165 cm, dan tinggi badan 
perempuan min.15cm. 
 








Sumber: PT.Hanil Indonesia 
 
Karyawan Jumlah Karyawan 
Laki- Laki  678 orang 
Perempuan 2.419 oraang 
Jumlah 3.097 orang 
2) Jam Kerja 
Tabel 3.2 
Jam Kerja Karyawan 














- Libur  pekerja 
day shift hari 
Minggu 
- Masing-masing 
shift libur pada 
hari Minggu dan 
pergantian jadwal 














































Sumber: PT.Hanil Indonesia 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketauhi bahwa PT. Hanil 
Indonesia membutuhkan karyawan berjenis kelamin perempuan lebih 
banyak daripada karyawan berjenis kelamin laki-laki, dan mempunyai 
4 shift waktu kerja. 
 
3) Kesejahteraan Karyawan 
Kesejahteraan karyawan merupakan tanggung jawab 
perusahaan, karena hal ini sangat berpengaruh dengan kinerja 
karyawan. Demi mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai 
target perusahaan wajib memberikan fasilitas yang menunjang 
kesejahteraan pekerjanya. Dengan merasa nyaman berkerja 
tentu meningkatkan produktivitas. 
Usaha-usaha yang dilakukan PT. Hanil Indonesia guna 
meningkatkan kesejahteraan karyawan antara lain : 
1. Pemberian gaji bulanan 
2. Upah lembur 
3. Makan dan minum dijam istirahat 
4. Pakaian kerja 
5. Tempat ibadah, karyawan disediakan tempat ibadah 
sesuai dengan kepercayaan masing-masing 
6. Cuti, setiap karyawan berhak mendapat cuti setelah 
masa kerja 12 bulan dan selama cuti mendapat cuti 
penuh. 
7. Asuransi tenaga kerja, setiap karyawan mendapatkan 
asuransi tenaga kerja untuk mengantisipasi kecelakaan 
saat kerja. 
8. Tunjangan kesehatan, tunjangan ini diberikan kepada 
karyawan yang membutuhkkan, dan ditanggung 
seluruhnya oleh perusahaan. 
9. Tunjangan Hari Raya (THR) , karyawan mendapatkan 
bonus saat hari raya. 
10. Tunjangan meninggal dunia, tanjungan berupa 
pemakaman dan santunan kepada karyawan yang 
meninggal. 
11. Bus Karyawan, perusahaan menyediakan bus untuk 





H.  Corporate Social Responsibility (CSR) 
PT. Hanil Indonesia menyiapkan dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) atau dana sosial perusahaan sedikitnya 
Rp.250.000.000,00. Dana sosial perusahaan tersebut dialokasikan 
untuk mendukung sejumlah kegiatan masyarakat dari berbagai sektor : 
1. Bidang Lingkungan Hidup 
PT. Hanil Indonesia Boyolali memiliki program pembangunan 
talud untuk 4 desa yaitu Desa Bangsalan, Desa Nepen, Desa 
Sudimoro dan Desa Kopen. Upaya ini guna mengurangi 
pengikisan tanah dan memperlancar jalannya air. 
2. Masyarakat Boyolali 
Khususnya masyarakat di sekitar wilayah PT. Hanil Indonesia 
dapat memanfaatkan dari Corporate Social Responsbility 
(CSR) yang  dilakukan oleh PT. Hanil Indonesia sebagai bentuk 
apresiasi terhadap lingkungan sekitar, antara lain terdiri dari : 
a. Melakukan kegiatan donor darah yang akan disumbangkan 
ke Rumah Sakit di Boyolali. 
b. Sebagai sponsorship disetiap kegiatan yang diadakan 













PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 
 
PT. Hanil Indonesia Boyolali merupakan perusahaan yang bergerak pada 
bidang industri pemintalan benang. Hasil produksi benang pada PT. Hanil 
Indonesia akan diekspor kebeberapa negara, guna memenuhi permintaan yang 
semakin meningkat dan menjaga kualitas maka PT. Hanil Indonesia 
mengimpor bahan baku berupa kapas dari Thailand. 
Dalam pembahasan berikut ini penulis akan mendeskripsikan mengenai 
Prosedur Impor Bahan Baku pada PT. Hanil Indonesia. Sebagian data 
diperoleh dari wawancara dengan Sub-Bagian Ekspor dan Impor pada PT. 
Hanil Indonesia.  
 
A. PROSEDUR IMPOR BAHAN BAKU PADA PT. HANIL INDONESIA 
Mengingat kegiatan impor barang itu tidak sederhana dalam arti 
menyangkut berbagai disiplin ilmu dan dalam pengeluarannya dari pelabuhan 
harus terlebih dahulu menyelesaikan formalitas dokumen, maka untuk kegiatan 
tersebut melibatkan berbagai instansi dan perusahaan salah satunya adalah 
penyelesaian dokumen di kantor pelayaran, bea dan cukaivuntuk itu kegiatan 
impor harus dilakukan sesuai dengan undang-undang ataupun prosedur yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Sub-Bagian 
Impor di PT. Hanil Indonesia mengenai prosedur impor yaitu : 
“Prosedur impor merupakan pedoman atau aturan sebagaimana impor 
tersebut harus dilakukan. Prosedur impor juga merupakan serangkaian proses 
yang harus dilakukan sesuai urutan-urutannya”. (Wawancara dengan Sub-
Bagian Impor PT. Hanil Indonesia pada tanggal 29 Desember 2017) 
 
Berikut merupakan tahap-tahap persiapan yang harus dilaksanakan sebelum 
terjadinya proses impor barang : 
1. Tahap Persiapan 
Persiapan utama yang harus dimiliki perusahaan adalah keberanian 
dan kemampuan mengambil keputusan untuk mengekspor atau mengimpor. 
Tanpa keberanian mengambil keputusan maka bagaimanapun besarnya suatu 
perusahaan, bagaimanapun tingginya daya saing komoditi yang dihasilkan, 
betapapun banyaknya fasilitas yang diberikan pemerintah, dapat dipastikan 
tidakakan pernah menjadi eksportir ataupun importir. Jadi persiapan utama 
yang harus ada ialah keberanian dalam mengambil keputusan go internasional. 
Persiapan lain yang perlu dilakukan pada umumnya dapat dibagi menjadi 
empat kelompok persiapan yaitu : 
a. Persiapan Administrasi 
Persiapan administrasi adalah tersedianya peralatan kantor yang 
memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi khususnya korespondensi 
baikdengan pemasok maupun calon pembeli dimanca negara. Pengalaman 
menunjukkan sekiatar 80% transaksi perdagangan eksor dan impor dilakukan 
melalui korespondensi, sedangkan 20% sisanya dilakukan dengan negosiasi 
tatapmuka yang akhirnya juga dikonfirmasikan dalam bentuk tertulis melalui 
korespondensi. Adapun peralatan kantor yang diperlukan adalah sebagai 
berikut: 
1) Letter Head yang menarik dan informative 
Eksportir dalam banyak hal belum mengenal secara baik calon 
pembelinya, kita pun sering tidak mengenal secara mendalam calon 
pemasok kita. Pada tahap awal mereka hanya mengenal letter of head 
atau kop surat masing-masing. Karena itu sebaiknya dalam 
berkorespondensi kita menggunakan leterr of head yang menarik dengan 
nama perusahaan yang mudah diingat karena ini akan menjadi etalase 
bagi bonafiditas perusahaan kita. Citra yang baik ini akan menimbulkan 
kepercayaan awal pada bonafiditas perusahaan. Kepercayaan merupakan 
modal utama yang akan menjamin kesuksesan kita dalam kegiatan ekspor 
dan impor. 
2) Komputer 
Dalam transaksi ekspor impor korespondensi memegang peranan yang 
amat penting. Untuk bisa melakukan korespondensi dengan baik salah 
satu alat yang diperlukan adalah komputer. Komputer bukan hanya 
dimanfaatkan untuk menulis surat, tetapi juga sebagai pengolah data dan 
komunikasi data. Cepatnya kemajuan dalam bidang teknologi 
komunikasi seperti pemakaian Electronic Data Intercharge (EDI) dalam 
dunia bisnis misalnya dalam hal pembukuan muatan kapal dan pesawat 
terbang, penyelesaian dokumen kepabeanan serta berkembangnya 
informasi melalui internet maka peranan komputer semakin besar pada 
zaman sekarang. 
3) Surat Elektronik 
Surat elektronik atau biasa dikenal dengan email, merupakan teknik 
terbaru menyampaikan pesan dengan menggunakan jaringan komputer. 
Dengan surat elektronik, eksportir maupun importir bisa mengirim pesan 
keseluruh dunia hanya dalam beberapa detik. 
b. Persiapan Legalitas 
Persiapan ini diartikan sebagai persiapan dari segi kelengkapan izin 
usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi untuk 
memungkinkan eksportir berusaha secara sah/ legal. Yang termasuk dalam 
persiapan ini adalah: 
1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor harus 
memiliki: 
a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor 
Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 
b) Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintahan 
Non Departemen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 
c) Surat pengakuan sebagai eksportir atau importir terdaftar (Approved 
Exporter/ Importer) dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
khususnya untuk mata dagangan yang diatur tata niaganya dan mata 
dagangan yang diawasi ekspor dan impornya. 
d) Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu (TPPET) yang 
dikeluarkan Departemen Keuangan kepada perusahan eksportir/ 
importir yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia dan 
kemudahan kepabeanan dari Dirjen Bea dan Cukai. 
2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
Perorangan maupun badan hukum yang ingin bergerak dalam kegiatan 
ekspor impor diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
yangdapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak setempat dimana 
perusahaanberdomisili. 
3) Izin khusus eksportir dan importir terdaftar 
Perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk barang-
barang atau komoditi yang tidak diatur tata niaganya, tidak diawasi 
ekspornya dan tidak diberikan fasilitas boleh melakukan kegiatannya setelah 
mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan Kanwil 
Deperindag setempat. Namun bagi perusahaan yang melakukan kegiatan 
ekspor dan impor barang yang diatur tata niaganya atau diawasi ekspor atau 
impornya memerlukan izin khusus selaku eksportir/ impotir terdaftar yang 
dikeluarkan instansi yang sudah ditunjuk. 
c.  Persiapan Fisik Barang 
Yaitu adanya jaminan pasokan komoditi yang dipersiapkan untuk 
pasaran ekspor. Persiapan fisik barang tersebut antara lain: 
1) Kontrak dengan Produsen 
Dalam perdagangan ekspor-impor dikenal istilah produsen eksportir dan 
eksportir saja. Yang dimaksud dengan produsen eksportir adalah eksporir 
yang memproduksi sendiri komoditi yang akan diekspornya. Misalnya 
pabrik tekstil, mengekpor sendiri tekstil yang diproduksinya pabrik kayu 
lapis mengekspor sendiri kayu lapis yang diproduksi perusahannya. 
Sebaliknya ada perusahaan yang tidak memproduksi komoditi yang akan 
diekspornya. Perusahaan itu membeli komoditi yang akan diekspor dari 
perusahaan lain atau eksportir itu mengadakan kontrak keagenan dengan 
produsen yang memproduksi komoditi yang akan diekspor. 
 
 
2) Brosur dari tiap komoditi 
Membuka pasar ekspor pada umumnya diawali dengan kegiatan promosi 
yang bertujuan untuk menarik minat pembeli kepada komoditi yang akan 
diekspor. Salah satu saran yang perlu dipersiapkan untuk promosi ini 
adalah pembuatan brosur dari barang yang akan ditawarkan yang 
berisikan uraian ringkas spesifikasi teknis, sketsa dan gambar komoditi, 
keterangan tentang FOB, CFR, CIF, cara pengepakan, cara pemakaian 
dan lain-lain keterangan mengenai komoditi bersangkutan. 
3) Daftar Harga 
Disamping brosur perlu juga dipersiapkan daftar harga barang untuk 
berbagai pelabuhan tujuan. Misalnya bila kita bermaksud untuk 
mengekspor pakaian jadi (garment) ke Timur Tengah dan Amerika 
Serikat dengan pelabuhan tujuan misalnya Dubai ataupun New York 
maka kita siapkan daftar harga CFR Dubai dan CFR New York. Satu hal 
lagi untuk memudahkan dalam mengajukan penawaran bila ada 
permintaan masing-masing negara.. 
4) Contoh Barang 
Brosur memang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
komoditi yang ditawarkan. Namun banyak calon pembeli membutuhkan 
contoh yang aktual dari barang yang ditawarkan misalnya hasil bumi 
seperti karet, kopi, tekstil, bahan kimia. Untuk keperluan kita perlu 
menyiapkan apa yang lazim dikenal dengan Commerce Sample Free of 
Charge-No Value. 
d. Persiapan Operasional 
Persiapan operasional adalah pengetahuan dasar bisnis ekspor-impor 
yanga kan memungkinkan kita melakukan tindakan operasional dibidang 
ekspor-impor. Pengetahuan dasar yang dimaksud antara lain: 
1)  Proses Impor 
Sebagai importir yang akan berhubungan dengan pasar internasional 
sudah semestinya mengetahui langkah demi langkah yang perlu 
ditempuh dalam melakukan transaksi. Langkah-langkah yang perlu 
diketahui itu misalnya dimana bisa mendapatkan nama dan alamat calom 
penyedia, bagaimana cara memilih media promosi, bagaimana cara 
mengajukan permintaan penawaran barang, bagaimana caranya 
pengiriman barang, mengurus pembayaran barang, menyusun kontrak 
dagang, membuat kalkulasi impor dan sebagainya.  
Dengan mengetahui proses ekspor ini, kita akan mempunyai 
gambaran umum tentang jalannya suatu transaksi impor. Bertitik tolak 
dari pengetahuan dasar ini, kelak kita akan terdorong untuk lebih 
mendalami substansi tahapan-tahapan selanjutnya. 
2) Strategi Ekspor 
Tujuan utama dari setiap usaha bisnis adalah mencari laba. Untuk 
mencapai tujuan tersebut khususnya dalam bidang ekspor diperlukan 
kebijakan-kebijakan tertentu yang bertujuan memungkinkan perusahan 
memperoleh keuntungan. Sebelum memulai ekspor atau impor, kita 
harus bisa menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapai laba 
tersebut. Kebijakan itu misalnya menyangkut penentuan pasar yang akan 
menjadi sasaran bagi komoditi ekspor kita, segmen pasar yang akan 
dimasuki, kebijakan harga, sistem promosi, pelayanan purna jual, dan 
langkah-langkah strategis lainnya. 
3) Peraturan Ekspor 
Selaku importir kita berkewajiban mempelajari peraturan yang berlaku 
dalam perdagangan internasioanal baik yang dikeluarkan oleh pemerintah 
negara pengekspor ataupun oleh negara pengimpor. Begitu pula 
peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional dalam bidang 
bisnis seperti Kamar Dagang Internasianal, World Trade Organization 
(WTO,) ketentuan tentang Letter of Credit dan lain-lainnya. 
4) Prosedur Impor 
Sebelum memulai ekspor dan impor, kita harus mengetahui prosedur 
ekspor-impor. Yang dimaksud dengan prosedur ekspor-impor adalah tata 
cara yang harus ditempuh dalam memenuhi ketentuan peraturan 
pemerintah serta kelaziman yang berlaku dalam pelaksanaan suatu 
transaksi ekspor dan impor. Oleh karena itu dikeluarkan ketentuan baku 
yang mengatur tentang petunjuk umum tata laksana kepabean khususnya 
dibidang impor, serta keputusan dirjen bea dan cukai No 83/BC/1999 
tentang tatalaksana pabean dibidang impor. Dimana arus pelayanan 
impor sebagai berikut:  
a) Importir/PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) menyiapkan 
PIB dengan mempergunakan program aplikasi PIB, melakukan 
pencetakan PIB dan transfer data PIB ke media penyimpan.  
b) Importir/PPJK melakukan pembayaran ke Bank devisa persepsi atau 
kantor pelayanan bea dan cukai.  
c) Bank Devisa persepsi atau kantor pelayanan bea dan cukai menerima 
pembayaran bea dan masuk, cukai dan pajak dalam rangka Impor bea 
dan cukai berdasarkan berkas PIB serta membubuhkan nomor dan 
tanggal pembayaran pada PIB maupun pada bukti pembayaran.  
d) Importir/PPJK menyerahkan PIB sebagaimana dimaksud pada butir A 
beserta dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran kepada 
pejabat yang menerima dokumen pada kantor pelayanan bea dan cukai 
tempat pengeluaran barang disertai disket yang berisi data PIB.  
e) Pejabat yang menerima dokumen melalui kegiatan . 
i. Menerima berkas PIB baru atau PIB perbaukan beserta disket 
yang berisi data PIB.  
ii. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen pelengkap pabean.  
iii. Mencocokkan nomor tanda pembayaran dan jumlah pembayaran 
yang tercantum di dalam PIB dengan bukti pembayaran.  
iv. Meneliti ada tidaknya Surat Pemberitahuan Kekurangan 
Pembayaran Bea Masuk  (SPKPBM) yang belum diselesaikan 
dalam jangka waktu yang ditetapkan atau data importir atau PPJK 
yang termasuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh 
derektorat jendral, kepala kantor wilayah atau kepala pelayanan 
bea dan cukai.  
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap Pelaksanaan tatalaksana import di PT. Hanil Indonesia ini adalah 
tahap pengurusan dokumen yang meliputi sebagai berikut:  
a. SI (Shipping instruction)  
Eksportir atau pihak penyedia barang membuat shipping instruction 
kepada PT. Hanil Indonesia yang kemudian diteruskan oleh PT. Hanil 
Indonesia kepada perusahaan pelayaran untuk melakukan booking ruang 
kapal dan peti kemas. SI dikirim setelah barang ekspor dalam keadaan 
siap diekspor dan telah di packing. SI berisi tentang informasi pelayaran 
yang diingkan eksportir yang mana semua data SI tersebut diperlukan 
unutk pembuatan B/L Informasi yang termuat dalam SI adalah:  
1) Shipping date (tangal pengapalan)  
2) Delivery container (tujuan pengiriman)  
3) Description (uraian barang)  
4) Status continer (ukuran jenis continer)  
5) Jumlah original B/L yang dikehendaki 
Sebelum ekportir mengirimkan SI kepada PT Hanil Indonesia terlebih 
dahulu eksportir mengirimkan dokumen berupa packing list dan 
invoice, fotocopy SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan TDP 
(Tanda Daftar Perusahaan) NPWP. 
b. Job File  
Job file merupakan arsip data perkerjaan yang diketahui PT. Hanil 
Indonesia dengan memasukan semua informasi sesuai dengan SI yang 
diserahkan eksportir ke dalam sistem komputerisasi Setelah job File 
kemudian diteruskan untuk pembutan forwading instruction kepada 
shipping line (perusahaan pelayaran). Forwading instruction merupakan 
sebagian besar salinan dari SI dengan nama freight forwading instruction 
yang berfungsi untuk pemesanan ruang kapal, perusahaan pelayaran 
kemudian memeriksa kelengkapan forwading instruction untuk 
mengeluarkan booking confirmation, yaitu surat bukti permohonan untuk 
mengeluarkan empty container di depot agen pengangkutan. 
c. Delivery Order (DO)  
Setelah job file maka tebitlah DO (delivery order), DO di terbitkan oleh 
perusahaan pelayaran untuk dikirm ke PT. Hanil Indonesia untuk 
pengambilan peti kemas kosong. Setelah menerima DO PT. Hanil 
Indonesia segera mengambil peti kemas di tempat penumpukan peti 
kemas (DEPO). DO sepenuhnya di urus oleh PT. Hanil Indonesia, jika 
telah selesai melakukan pengurusan DO maka PT. Hanil Indonesia akan 
menginformasikan kepada Eksportir atau shipper. Adapun laporan hasil 
suffing yang diberikan shipper kepada PT. Hanil Indonesia adalah 
sebagai berikut  
1. Status petikemas  
2. Jumlah gros weight (berat kotor) dan net weight (berat bersih)  
3. Nomer peti kemas dan Seal (segel)  
4. Jumlah komoditi ekspor  
5. Negara tujuan  
















d. Bill Of lading (B/L)  
Gambar 4.1 
 
Sumber:  PT. Hanil Indonesia 
 
Bill Of Lading merupakan dokumen pengapalan dan dapat diterbitkan 
setelah pemuatan barang di atas kapal dilaksanakan dan PT. Hanil 
Indonesia telah menyelesaikan kewajibannya dengan pihak pelabuhan. 
Kewajiban yang harus di penuhi adalah membayar jasa-jasa yang 
dilakukan maupun yang di selesaikan oleh pelabuhan yaitu : 
1)  Lift On Full (menaikan peti kemas ke atas kapal) 
2)  Lift Of Full (menaikan peti kemas ke alat angkut)  
3) Biaya peti kemas  
4) Biaya dermaga  
5) Houlage (pemindahan)  
B/L juga merupakan surat untuk membuktikan bahwa barang yang telah 
tecantum di dalam dokumen dan sudah dimuat di dalam kapal yang 
berfungsi sebagai berikut:  
1). Tanda terima barang/muatan  
2). Dokumen kepemilikan  
3). Container of carriage (kontainer pengangkutan) 
e. Certificate of Fumigation 
Certificate of Fumigation adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi 
atau badan yang menjelaskan mengenai tindakan anti hama di atas ruang 
kapal / tumpukan barang tertentu. Setiap ada SI masuk dan isinya 
memerintahkan untuk menggunakan fumigation maka PT. Hanil 
Indonesia segera menghubungi pihak jasa fumigation dan mengirim SI 
serta nomer SInya melalui Faximile untuk akhirnya membuat certficate 
of fumigation dan dikirim kepada pada PT. Hanil Indonesia kemudian 
uang akan diterima oleh shipper. 
f. Costume Clearance 
 Costume clearance yang dikirim oleh bea cukai adalah salah satu syarat 
untuk penyusunan PE dan PEB uang selanjutnya PT. Hanil Indonesia 
akan menerima persetujuan / muat ke atas kapal pada pihak Bea cukai, 
dengan persetujuan muat yaitu : 
1)copypacking list dan invoice 
2) 3 lembar PEB asli  
3) Peti kemas sudah di muat ke pelabuhan bila PE dan PEB telah selesai 
di koreksi dan berstatus OK langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 
Aplikasi COO (certificate Of Origine) atau SKA (surat keterangan Asa) 
ke Deperindag.  
g. Aplikasi COO (certificate Of Origine) atau SKA (surat keterangan Asal) 
ke Deperindag. 
Setelah segala berkas dokumen-dokumen eksportir telah lengkap saatnya 
untuk aplikasi COO atau SKA Dinas perdagangan perdagangan dan 
perindustrian (Disperindag). Dalam aplikasi COO yang di butuhkan 
adalah surat permohonan dan surat pernyataan (sesuai form COO) yang 
sudah diserahkan ke Disperindag.  
h. Asuransi  
Asuransi adalah suatu metode bagi pihak-pihak yang menginginkan 
perlindungan dari berbagai resiko yang timbul, dengan memberikan 
konstribusi pada suatu dana bersama yang dioraganisasikan oleh 
perusahaan yang mungkin terjadi. Kewajiban dari perusahaan wajib 
membayar klaim asuransi. Sebelum membayar perusahaan asuransi yakin 
bahwa yang di asuransikan telah melakukan segala aturan lain yaitu:  
1) Telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya  
2) Bila terjadi seseatu yang tidak diinginkan, telah melakukan upaya agar 
kesalahan yang lebih besar tidak akan terjadi  
3) Mempunyai dana cukup untuk dapat membayar kembali bila dokumen 
yang diperlukan telah di terima oleh perusahaan asuransi, maka klaim 
segera di bayar dalam tempo satu bulan.  
4) Akan membuat Letter Of Subrogation dimana ia akan memudahkan 
haknya untuk menuntut pihak pelayaran kepada perusahaan asuransi 
Adanya asuransi itu sendiri untuk melindungi pengurusan barang ke 
luar negeri dan asuransi di tanggung oleh eksportir/ shipper dan 





B. Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Pengeluaran Barang 
Perusahaan Jasa Importir dapat memulai pekerjaan pengurusan impor 
bahan baku Setelah mendapatkan surat kuasa yang di buat oleh importir dalam 
hal ini pihak importir adalah PT. Hanil Indonesia Boyolali. 
Dengan diserahkannya surat kuasa ini maka perusahaan jasa importir 
bertindak atas nama importir untuk melakukan aktivitas sesuai ketentuan 
perundang-undangan untuk mengurus atau menyelesaikan dokumen dalam 
rangka pengeluaran barang impor dari kawasan pelabuhan untuk 
diserahkan kepada importir. Dengan surat kuasa serta dokumen impor yang 
telah diserahkan maka perusahaan jasa impor mulai melakukan tugasnya 





Sumber: PT. Hanil Indonesia 
 
1. Menyerahkan original B/L ke perusahaan pelayaran untuk mengambil 
deliveri order. Dalam pengambilan D/O ini harus melunasi : 
a. THC (Terminal Handeling Carger) 
Yaitu Biaya penanganan Container di UTPK. 
b. Dokumen Fee 
Yaitu biaya pengurusan atau biaya penerbitan B/L 
1) Administrasi Fee 
Adalah biaya administrasi. 
2) Deliveri Order Fee 
Biaya penerbitan angka deliveri Order D/O. 
3) Cleaning Container 
Biaya perawatan container. 
4) Uang Jaminan 
Merupakan uang jaminan untuk container yang di sewa, bahwa 
kondisi kontainer saat diserahkan kembali sewaktu saat kontainer 
disewa. 
2. Tahap selanjutnya mengisi PIB secara lengkap dan menurut ketentuan yang 
berlaku berdasarkan invoice, Packing List dan Bill Of Lading. 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah pemberitahuan atas barang yang 
akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai prinsip self 
asessment. PIB dibuat berdasarkan format (bentuk dan diisi) yang telah 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
101/KM.05/1997 tanggal 10 Maret 1997, seperti yang terlihat pada gambar 








Gambar 4.3 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
 
Sumber: PT. Hanil Indonesia 
 




Bahan baku untuk benang di PT. Hanil Indonesia dimpor secara umum, 
jadi mengunakan prosedur biasa. Pada kolom ini diisi angka 1. 
b. Jenis impor 
Dengan memilih salah satu diantara : 
1) Untuk dipakai 
2) Sementara 
3) Re-impor 
4) Tempat penimbunan berikat 
Pemilihan dilakukan dengan melihat tujuan barang tersebut diimpor dan 
dalam hal ini barang bahan baku impor untuk dipakai, maka dalam 
kolom jenis impor diisi No 1 
c. Cara pembayaran 
Di isi pada kotak yang tersedia 
1) Biasa. 
2) Berkala. 
3) Dengan jaminan. 
Untuk impor bahan baku  mengunakan cara biasa, maka kolom untuk 
cara pembayaran diisi angka 1. 
d. Data pemberitahuan 
Untuk data pemberitahuan kita dapat melihara dokumen pabean yaitu 
invoice, packing list dan Bill of Lading. Cara pengisian data 
pemberitahuan, yang meliputi informasi mengenai nama pemasok, 
importir, PPJK (pengusaha pengurusan jasa kepabeanan), cara 
pengangkutan, pos tarif, uraian barang secara lengkap, dan perhitungan 
pajak secara lengkap. 
e.  Data isian bea cukai 
Pada bagian kolom ini diisi tanggal pendaftaran importir dalam 
menyelesaikan kewajibannya pada bea dan Cukai. Kolom ini diisi oleh 
petugas Bea dan Cukai. 
Bagian informasi yang bisa di dapat dari kolom isian bea cukai ini 
meliputi No invoice dan tanggal invoice, No L/C dan tanggal L/C karena 
importir dalam melakukan pembayaran secara tunai tidak 
mengunakan L/C maka tidak perlu diisi, skep fasilitas, tempat 
penimbunan barang yang biasanya diiisi dengan UPTK (Unit Terminal 
Peti Kemas), nilai FOB dalam pembayaran, nilai dasar pembayaran bea 
masuk, Freight (biaya pengangkutan), Asuransi LN/DN, Nilai CIF yaitu 
nilai atas barang impor yang terdiri dari barang yang rendah berada 
sampai di atas kapal ditambah biaya asuransi, dan biaya pengangkutan, 
jumlah dan jenis kemasan, dab jumlah serta jenis satuan, berat bersih 
(Kg). 
 
Dokumen–dokumen yang sudah lengkap diatas dimasukkan dalam satu 
map kemudian diserahkan ke bank devisa dalam rangka pemenuhan 
kewajiban pembayaran bea–bea dan pajak tambahan. Oleh pihak bank 
dokumen-dokumen tadi diperiksa kebenarannya, kalau sesuai bank akan 
menerbitkan kwitansi sebagai tanda terima atau pelunasan dan melegalisir 
formulir PIB. Kwitansi yang diterima dari bank berupa SSPCP dalam 
rangkap lima. Untuk SSPCP didistribusikan : 
- lembar ke 1. a kepada KPBC 
- lembar ke 2. b Kepada Penyetor 
- lembar ke. 2.a,b,c Kepada kantor inpeksi Bea dan Cukai malalui KKPN. 
- Lembar ke 3.a,b Kepada wajib pajak untuk dilaporklan kepada KPP 
- Lembar ke.4 kepada Bank / kantor Pos dan Giro 
Satu berkas PIB yang telah lengkap serta dilampiri bukti pembayaran 
dan disket dibawa ke kantor pelayanan Bea dan Cukai bagian penelitian 
Dokumen (Pendok), dilayani secara : 
a. Manual 
Dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa dokumen I (PFPD I) diteliti 
dari sisi dokumen meliputi ketelitian dan kelengkapan dokumen 
pelengkap pabean, menyesuaikan nomor tanda pembayaran dan jumlah 
pembayaran yang tercantum dalam PIB dengan bukti pembayaran serta 




Dilaksanakan oleh pejabat peneliti dokumen 2 (PFPDII) dengan 
memeriksa kecocokan data antara berkas PIB yang diajukan 
dengan data PIB yang ada di komputer, untuk memindahkan data 
dari disket ke computer kantor pelayanan Bea dan Cukai dan 
memeriksa identitas importir atau PPJK selanjutnya computer 
menetapkan : 
1) Jalur hijau 
Pada penetapan ini tidak diperlukan pemeriksaan fisik barang 
sehingga dapat diterbitkan SPPB untuk mengeluarkan barang, PFPD 
II mendistribusikan SPPB rangkap kesatu kepada petugas yang 
melaksanakan pengeluaran barang dan SPPB rangkap kedua 
diserahkan kepada importir/PPJK untuk mengeluarkan barang. 
Kemudian SPPB rangkap kedua diserahkan kepada hangar impor yang 
dilampiri satu D/O copy untuk : 
a) Dicatat dan tanggal penerbitan SPPB oleh bea dan cukai pada 
buku penimbunan barang. 
b) Ditempel nomor untuk pembukuan di hangar tanggal fiat stempel 
dan nomor tanggal D/O, stempel dan nama pejabat yang 
berwenang atas persetujuan pengeluaran barang. 
c) Ditanda tangani kepala hangar sebagai persetujuan pengeluaran 
barang. Dua berkas SPPB dan satu D/O copy oleh hangar berarti 
dari sisi kepabeanan barang telah dapat dikeluarkan dari kawasan 
pabean.Dengan demikian berakhirlah kewajiban perusahaan jasa 
import di bidang kepabeanan. 
2) Jalur merah 
Pada penetapan di jalur merah memerlukan pemeriksaan fisik barang 
dan penetapannya atas dasar Nota Intelejen dan Nota hasil Informasi 
dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara acak. Dengan langkah-
langkah : 
a)  Menyerahkan satu set PLAB ke ADPEL yang dalam hal ini 
diterima oleh seksi LALA (Lalu Lintas Angkatan Laut) 
b)   Berdasarkan Delivery Order dibuatkan dokumen pelabuhan. 
c)  Warkat dana berikut perinciannya diserahkan ke UTPK bagian 
servis impor dengan disertakan Delivery Order asli dan surat 
permohonan interchange, untuk dibukukan dan difiat keluar pada 
D/O dengan penanda tanganan oleh kepala divisi UTPK. 
Kemudian diterbitkan job order (warna putih, merah, kuning) dan 
warkat dana lembar kedua dikembalikan kepada pegawai di 
perusahaan jasa import untuk urusan selanjutnya. 
d)   Menyerahkan job order pada petugas gate out dan berdasarkan job 
order tersebut diterbitkan job slip. Dari job slip ini dapat 
diketahui posisi container tersebut di container yard. Dengan 
keluarnya job slip maka kewajiban perusahaan jasa import kepada 
PT. Pelindo telah selesai. Dengan demikian secara administrasi 
sewaktu–waktu barang dapat keluar dari kawasan untuk 
diserahkan kepada importir. 
e)   Dengan bekal SPPB yang sudah disetujui oleh hangar dan job slip 
dari PT Pelindo, barang impor dikeluarkan dari kawasan 
pelabuhan dengan menyerahkan Surat Pengantar Jalan (SPJ). 
3) Jalur Kuning 
 Jalur kuning adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor tidak melakukan pemeriksaan fisik tetapi 
melakukan pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan SPPB. 
 4) Jalur Prioritas (MITA) 
Melalui jalur prioritas barang impor tidak melakukan pemeriksaan 
fisik ataupun dokumen karena sudah mendapat kepercayaan penuh 




C. Intansi-intansi yang terkait dalam kegiatan impor  
1. Administrator Pelabuhan  
a. Adalah sebagai pelaksanaan kebandara tugas pelayaran didalam 
pengendalian daerah lingkungan kerja pelabuhan  
b. Berfungsi sebagai pengawas dan pengendalian pelaksanaan pelabuhan, 
mengkoordinasi antar instansi yang berkecimpung dalam pelabuhan, 
melegilisis PLAB.  
2. Bea Cukai  
a. Adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di 
bidang Bea dan Cukai.  
b. Berfungsi melaksanaka pengawasan barang dan alat pengangkut, fiskal 
(penerimaan keuangan), menjaga ketertiban masyarakat, menjaga 
kesehatan umum, menjaga kesegaran lingkungan hidup, menjaga 
pertumbuhan industri. 
3. Perusahaan Pelayaran.  
Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 
pengangkutan, yaitu perusahaan yang menyediakan ruangan kapal dan 
kontainer untuk barang muatan, baik itu muatan ekspor maupun Impor. 
Dengan jasa yang diberikan itu, perusahaan pelayaran mendapat balas jasa 
yaitu berupa uang tambang (Freinght). 
4. PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia)   
PT. Pelindo merupakan suatu badan usaha milik negara (BUMN) yang 
berbentuk persero yang mengelola seluruh aset pelabuhan yang dapat 
dimanfaatkan dan pengguna jasa pelabuhan aset meliputi :  
1)   Rambu-rambu (Suar).  
2) Kolam pelabuhan Dermaga, Gedung, lapangan penumpukan alat 
mekanis, air tawar, tenaga listrik, kapal pandhu. Pemakaian aset tersebut 
dipakai oleh pakai pelabuhan dan disewa yang ditentukan dengan 
ketentuan yang berlaku. 
PT. Pelindo juga berfungsi sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai 
kebutuhan kapal seperti air minum, bahan bakar dan fasilitas yang 
dibutuhkan kapal. 
5. Perusahaan Bongkar Muat 
Perusahaan bongkar muat perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang 
bongkar muat barang dari atau ke kapal. Berfungsi sebagai alat untuk 
bongkar muat barang seperti Lift on/lift of, crane, forklif dan lain-lain. 
Kegiatan bongkar muat dari atau kekapal terdiri dari tiga kegunaan : 
a. Sevedotring adalah membongkar dari kapal kedermaga tongkang dengan 
menggunakan derek kapal atau memuat dari tongkang ke kapal dengan 
menggunakan derek kapal.  
b. Cargodoring adalah jasa pekerjaan mengeluarkan barang dari sling 
(EXTABLE) dilambung kapal mengangkut dari dermaga ke gudang atau 
sebaliknya.  
c. Delivery/Receiving adalah jasa pekerjaan mengambil barang dari dalam 
gudang atau lapangan penumpukan sampai tersusun diatas kendaraan 
merapat di pintu darat gudang lapangan atau pekerjaan sebaliknya.  
6. Bank  
Bank adalah sarana untuk mengelola devisa. Bank juga berfungsi sebagai 
jasa devisa, pengelola devisa (kredit, umum, sendiri). 
 
D. Faktor Penghambat Pengurusan Impor Barang 
Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan barang impor oleh PT. Hanil 
Indonesia tentunya tidak terlepas dari faktor – faktor yang menghambat, 
sehingga kelancaran pengurusan barang impor tersebut kurang efektif dan 
efisien. Adapun faktor yang menghambat antara lain:  
1. Kendala teknis yaitu telah diterapkanya prosedur baru dengan Sistem EDI 
(Electronic Data Interchage) dalam proses PIB. Dengan adanya ketentuan 
prosedur baru yaitu dengan sistem EDI akan lebih menguntungkan dari pada 
menggunakan prosedur lama yang dilakukan secara manual. Namun tidak 
menutup kemungkinan sistem EDI juga mempunyai kendala yang 
disebabkan karena perhitungan bea masuk dan pajak impor dilakukan oleh 
importir sendiri (self Assesment) perhitungannya berdasarkan atas nilai 
transaksi dan perhitungan tersebut harus benar, kendala yang timbul adalah 
importir belum membayar Bea masuk dan pajak impor, importir salah 
didalam pengisian maka bisa terjadi PIB tersebut ditolak oleh bea cukai, 
sehingga PIB tidak bisa diterbitkan dan ini akan mengakibatkan 
keterlambatan pengurusan dokumen dan pengeluaran barang impor dan 
proses selanjutnya dibuat nota pembetulan disamping itu apabila windows 
komputer mengalami masalah dan mengakibatkan software ini rusak PT. 
EDI tidak akan bertanggung jawab dan harus dibawa lagi ke Bea Cukai 
untuk diinstal lagi ke PT. EDI, selain itu juga kurangnya informasi dari PT. 
EDI terutama pada saat proses perbaikan sistem EDI ini, karena dapat 
menghambat jaringan on-line. 
2. Kerusakan container saat diserahkan kepada depot container, setelah 
container di-stripping di gudang importir. Masalah repair container 
tersebut, dalam prakteknya sulit ditangani dan diselesaikan secara tuntas, 
Karena dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, sehingga persoalan 
repair container terlihat rumit. Pihak yang terlibat dalam tanggung jawab 
ini adalah EMKL yang berada di Semarang, PT. Terminal Peti Kemas 
Semarang, Perusahaan angkutan (yang ditunjuk EMKL), Importir, Depot 
Container, Perusahaan Pelayaran selaku pemilik Container. 
 
E. Upaya Mengatasi Hambatan 
1. EMKL yang ditunjuk PT. Hanil Indonesia agar dapat meningkatkan 
ketepatan dan kecepatan didalam mengurus dokumen PIB adalah dengan 
mengatasi kendala teknis yang terjadi yaitu dengan melunasi bea 
masuk&pajak impor terlebih dahulu sebelum menyampaikan PIB kepada 
Bea cukai, lebih teliti didalam pengisian PIB dalam sistem EDI, misal 
pengisian besarnya bea masuk dan pajak impor, klasifikasi barang 
berdasarkan invoice & packing list harus benar dan diteliti kembali sebelum 
diberitahukan kepada bea cukai. Ketelitian tersebut perlu diterapkan karena 
akan memperlancar pengurusan dokumen PIB sehingga barang Impor akan 
segera dapat dikeluarkan dari pabean. Sedangkan untuk menjaga software 
PIB adalah dapat dengan meng-update anti virus yang dipakai dalam 
komputer tersebut secara rutin atau dengan menyewa tenaga professional 
dalam bidang teknologi komputerisasi. 
2. Penagihan biaya repair container adalah dengan mencermati dua hal berikut : 
a) Memeriksa keadaan container dengan cermat pada saat menerima 
container dari PT. Terminal Peti Kemas Semarang sehingga isi E.I.R 
benar sesuai dengan kondisi container sesungguhnya. 
b) Memeriksa keadaan container dengan cermat pada saat menyerahkan 
container kepada perusahaan pengelola depot container, sehingga catatan 
yang diberikan oleh petugas depot container sesuai kondisi container 
sesungguhnya. Maka dari itu di sarankan untuk menjalin kerja sama yang 
baik dengan petugas TPKS dan Depot Container, ketelitian dan 
kekompakan dari masing-masing pihak akan memperlancar proses 
pengeluaran barang impor dari daerah pabean, seperti halnya saling 


















A.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 
penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur Impor yang ada di PT. Hanil Indonesia sudah baik melalui dua 
tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 
2. Tahap Persiapan meliputi tahap persiapan administrasi, persiapan legalitas, 
persiapan fisik barang, persiapan operasional dan tahap pelaksanaan. 
3. Dalam pelaksaan prosedur impor PT. Hanil Indonesia bekerjasama dengan 
beberapa instansi yaitu Administrator pelabuhan, Bea Cukai, Perusahaan 
pelayaran, PT. Pelindo (pelabuhan Indonesia), Perusahaan bongkar muat 
dan pihak bank. 
4. Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan barang impor oleh PT. Hanil 
Indonesia tentunya tidak terlepas dari faktor – faktor yang menghambat 
yang meliputi Kendala teknis yaitu telah diterapkanya prosedur baru 
dengan Sistem EDI (Electronic Data Interchage) dalam proses PIB dan 
Masalah Repair Container tersebut, dalam prakteknya sulit ditangani dan 
diselesaikan secara tuntas, Karena dalam pelaksanaannya melibatkan 
banyak pihak, sehingga persoalan repair container terlihat rumit. 
 
B. Saran 
Menanggulangi kerusakan container dengan pengecekan rutin sehingga 
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A. Rangkuman Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan Bapak Rahmat Maryanto, S.E selaku 
pegawai bagian ekspor impor di PT. Hanil Indonesia Boyolali pada 29 
Desember 2017. Wawancara dengan Bapak Rahmat, S.E membahas 
tentang prosedur impor bahan baku dari pemesanan bahan baku sampai 
dengan diterimanya barang. 
Selain dengan Bapak Rahmat, S.E, wawancara juga dilakukan dengan 
Bapak Edi Suparyono, S.T selaku pegawai bagian bahan baku dan 
membahas tentang bahan baku pembuatan benang yang diimpor dari 
Thailand.  
 
B. Daftar Pertanyaan 
1. Wawancara dengan Bapak Rahmat Maryanto, S.E selaku pegawai 
bagian ekspor impor yaitu sebagai berikut : 
a. Bagaimana prosedur impor bahan baku pada PT. Hanil Indonesia ? 
Jawab : 
 “Prosedur impor di PT. Hanil Indonesia mengacu pada peraturan 
pemerintah yang ada.Jadi, pada umumnya tidak ada perbedaan 
signifikan dengan perusahaan-perusahaan pada umumnya.Prosedur 
membentuk pola.” 
 
b. Apa yang dimaksud prosedur impor menurut pendapat pribadi? 
Jawab : 
“Prosedur impor merupakan pedoman atau aturan sebagaimana 
impor tersebut harus dilakukan. Prosedur impor juga merupakan 







2. Wawancara dengan Bapak Edi Suparyono, S.T selaku pegawai bagian 
bahan baku yaitu sebagai berikut : 
a. Kenapa harus mengimpor bahan baku dari Thailand ? 
Jawab : 
“Dulu awalnya kami mengimpor dari India tapi setelah beberapa 
tahun kami beralih mengimpor kapas wol di Thailand selain 
kualitas lebih baik juga mengurangi biaya pengiriman. Dan PT. 
Hanil Indonesia memilih impor karena pesanan dari luar negeri 
yang terus-menerus meningkat dan kebutuhan kapas tidak 
tercukupi sehingga impor bahan baku menjadi jalan keluar” 
 
b. Apa perbedaan kapas biasa dengan kapas wool ? 
Jawab : 
“Kapas wol dengan kapas biasa berbeda jenis seratnya.Kapas wol 
berasal dari serat yang diperoleh dari domba ataupun kambing. 












































































Bahan Baku dan Gudang 
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